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Abstract
This article examines the journey of democracy in Indonesia and citizenship education as a character education for democracy. Indonesia as a country that adheres to a democratic system. The government system is administered from the people, by the people, and for the people. Indonesia, in its democratic journey, has experienced several periods, until recently it has undergone a period of reform. Citizenship Education (Civics) is taught to create citizens who are in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution, in order to become citizens who can be relied on by the nation and the State.
Keywords: The Journey of Democracy in Indonesia, Democracy Education and Citizen Character.
Abstrak
Artikel ini mengkaji mengenai perjalanan demokrasi di Indonesia dan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi yang berkarakter. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia dalam perjalanan berdemokrasi mengalami beberapa periode, hingga saat ini menjalani periode reformasi. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diajarkan untuk menciptakan warga negara yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara.
Kata Kunci : Perjalanan Demokrasi di Indonesia, Pendidikan Demokrasi dan Karakter warga negara.



Pendahuluan
Di era ini, hampir seluruh warga di dunia mengaku menjadi penganut paham demokrasi. Negara Indonesai merupakan salah satu negara berkembang yang berusaha untuk membangun sistem politik demokrasi. Sejak menyatakan kemerdekaan dan kedaulatannya pada tahun 1945, sejak merdeka perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut.
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat ikut campur tangan dalam memberikan partisipasinya dan memberikan aspirasi dalam perumusan dalam kebijakan publik melalui peraturan wakil-wakil rakyat atau pemerintahan rakyat. Prinsip demokrasi ialah meletakan kekuasaan ditangan  rakyat, jadi tolak ukur keberhasilan demokrasi ialah semakin tinggi partisipasi dari masyarakat semakin tinggi juga kadar demokrasinya. 
Para pendiri bangsa berharap agar terwujudnya pemerintah yang melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Semua ini merupakan gagasan-gagasan dasar yang melandasi kehidupan negara yang demokratis.
Landasan tentang demokrasi telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 maupun batang tubuh UUD 1945. Penyusunan UUD itu sendiri dilakukan secara demokratis, oleh karena itu demokrasi bagi bangsa Indonesia adalah konsep yang tidak dapat dipisahkan, begitupun budaya demokrasi di Indonesia perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara dan hendaknya mengacu kepada akar budaya nasionalisme yang memiliki nilai gotong-royong atau kebersamaan dan mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.
Metodologi
Pada artikel ini saya menggunakan jenis/pendekatan penelitian yang berupa Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengeumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mardalis:1999). Studi kepustakaan juga dapat mempelajari beberbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono:2006). Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir:1988). Sedangkan menurut ahli lain studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono:2012).
Kajian Pustaka
A. Pengertian Demokrasi
Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari , oleh dan untuk rakyat (Ubaedillah, 2008: 36). Dengan demikian demokrasi secara terminology berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat atau dalam istilah bahasa Inggris “ the government of the people, by the people and for the people”. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat atau rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi.
A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) atau Civics memiliki banyak pengertian dan istilah. Menurut Muhammad Numan Soemantri pengertian Civics dapat dirumuskan sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicaraan hubungan manusia dengan : (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik) : b) individu-individu dengan negara. Menurut Edmonson (1958), makna Civics selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak dan hak hak istimewa warganegara. Pengertian ini menunjukkan Civics sebagai cabang dari ilmu politik (Ubaedillah, 2008: 5)
Menurut sejarahnya pendidikan kewarganegaraan (Civics) berasal dari pendidikan tentang kewarganegaraan (Citizenship). Stanley E. Dimond menjelaskan bahwa Citizenship sebagaimana keterhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai dua pengertian dalam arti sempit, citizenship hanya mencakup status hukum warga negara dalam sebuah negara, organisasi pemerintah, mengelola kekuasaan, hak hak hukum dan tanggung jawab. Hal yang menarik dari pendapat Dimond bahwa adanya keterkaitan Citizenship dengan kegiatan belajar di sekolah mengingat pentingnya disiplin pengetahuan ini bagi kehidupan warga negara dengan sesamanya maupun dengan negara di mana mereka berada. Pada perkembangan selanjutnya makna penting citizenship telah melahirkan gerakan warga negara (civic community) yang sadar akan pentingnya pendidikan kewarganegaraan (Ubaedillah, 2008: 4). Pendidikan Kewarganegaraan tidak lepas dari realitas bangsa Indonesia saat ini yang 202 masih awam tentang demokrasi. Lebih dari sekedar pendidikan kewarganegaraan yang umumnya dikenal sebagai Pendidikan Demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik berdemokrasi langsung sepanjang perkuliahan. Hal lain yang menjadi fokus dari Pendidikan Kewarganegaraan (Civics) adalah mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab dengan pengertian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka menjadi bagian warga dunia (Global Society) (Ubaedillah, 2008: 6). 
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain: a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab. Dengan demikian, setelah mahasiswa mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan dengan baik dan benar diharapkan mereka akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat melakukan transfer of learning (proses pembelajaran), transfer of values (proses pengejawantahan nilai-nilai) dan transfer of principles (proses pengalihan prinsip-prinsip) demokrasi, HAM dan masyarakat madani dalam kehidupan nyata (Ubaedillah, 2008: 10).
B. Pengertian Karakter
Karakter menurut Hasanah (2009) merupakan  standar-standar  batin  yang terimplementasi dalam berbagai bentuk kualitas diri. Karakter diri dilandasi nilai-nilai serta cara berpikir berdasarkan nilai-nilai tersebut dan terwujud  di  dalam perilaku.
Lebih lanjut dikemukakan bahwa karakter masyarakat  Indonesia  yang  dimiliki  adalah karakter santun dalam berperilaku, musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, local wisdom yang kaya dengan pluralitas, toleransi dan gotong royong. Istilah karakter diambil dari bahasa Yunani yang berarti ‘ to mark’ (menandai),” menurut  Megawangi (2010). Istilah ini lebih fokus pada tindakan atau tingkah laku. Mengutip dari Wynne  bahwa  ada  dua  pengertian  tentang karakter. Pertama, ia menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut memanifestasikan perilaku buruk, sebaliknya apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter mulia, kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan “personality”. Seseorang baru bisa disebut orang yang berkarakter (a person character) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral.



Pembahasan dan Hasil
A. Perjalanan Demokrasi di Indonesia
Demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan beberapa kemajuan dari segi prosedural, seperti pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pilkada yang dapat berlangsung secara bebas, transfaran, demokratis, dan hal yang paling penting adalh dengan suasana yang damai. Perubahan-perubahan penting yang mendasar dan demokrasi Indonesia membangkitkan dan mendatangkan sejumlah harapan, seperti yang di uraikan As’ad Said Au dalam bukunya “Negara Pancasila” : Jalan kemaslahatan berbangsa (2009). Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kualitas demokrasi, dan mengharapkan pemerintah yang dihasilkan melalui prosedur demokrasi mampu menagkap kepentingan publik jauh dan kepentingan kelompok. Di samping itu muncul berbagai masalah seperti gerakan separatisme, maraknya korupsi pada era reformasi dan lain sebagainya. Cara terbaik agar tidak terjebak dalam persoalan seiring perkembangan demokrasi adalah dengan mempelajari kembali pesa-pesan penting pendiri negara dan konstitusi untuk diproyeksikan menjadi visi membangun kehidupan demokrasi.
B. Praktik Demokrasi di Indonesia
Praktik demokrasi Indonesia berhubungan dengan periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dan sejarah Indonesia. Mirriam Budiarjo (2008:127-128) menyatakan bahwa dipandang dan sudur perkembangan demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dibagi dalam 4 massa, yaitu :
1. Masa pertama Republik Indonesia (1945-1959) yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dari partai-partai dan karena itu dinamakan Demokrasi Parlementer.
2. Masa kedua Republik Indonesia (1959-1965) yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang banyak aspek menyimpang dan Demokrasi Konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat.
3. Masa ketiga Republik Indonesia (1965-1998) yaitu masa Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil.
4. Masa keempat Republik Indonesia (1998-Sekarang) yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia.
Afan Gaffar (1999: 10) membagi alur demokrasi Indonesia terdiri atas:
1. Periode masa revolusi kemerdekaan (1945-1949)
Pada masa masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), implementasi demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan pers berfungsi sebagai pendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Pada masa itu pemerintahan masih disibukkan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan yang barn saja diproklamasikan.
2. Periode masa demokrasi parlementer (1950-1959)
Demokrasi parlementer (1950-1959) merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudannya pada kehidupan politik di Indonesia yang ditandai dengan karakter utama:
· Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan.
· Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisasi pada umumnya sangat tinggi. 
· Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Hal itu terbukti dengan sistem banyak partai (multy party sistem) sehingga pada saat itu ada sekitar 40 partai yang terbentuk. 
· Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dengan prinsip demokrasi.
· Hak-hak dasar masyarakat umum terlindungi
3. Periode masa demokrasi terpimpin (1960-1965) 
Masa demokrasi terpimpin (1960-1965) merupakan masa dimana demokrasi dipahami dan dijalankan berdasar kebijakan pemimpin besar revolusi dalam hal ini presiden Soekamo. Belajar dari kegagalan demokrasi parlementer yang dianggap liberal maka presiden Soekarno mengajukan gagasan demokrasi yang disesuai dengan kepribadian bangsa. Ciri yang muncul pada masa itu antara lain:
· Mengaburnya sistem kepanitiaan.
· Peranan DPR-GR sebagai lembaga legislatif dalam politik nasional menjadi sedemikan lemah.
· Basic human right sangat lemah, dimana Soekarno dengan mudahnya menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya.
· Masa puncak dari semangat anti kebebasan pers, dibuktikan dengan pemberangusan harian Abdi dan Masyumi dan harian Pedoman dan PSIN. 
· Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan pemerintah pusat dan daerah.



4. Periode pemerintahan Orde Baru / demokrasi Pancasila (1966-1998) 
Demokrasi masa pemerintahan Soeharto (1966-1998) dikenal dengan demokrasi Pancasila. Namun demikian pada masa itu pelaksanaan demokrasi memberi gejala-gejala antara lain:
· Rotasi kekuasaan eksekutif tidak pernah ada kecuali di tingkat daerah.
· Rekrutmen politik tertutup 19. 
· Pemilu masih jauh dan semangat demokrasi. 
· Basic human right sangat lemah.
Perkembangan akhir menunjukkan bahwa setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto atau masa Orde Baru, Indonesia memasuki Orde Baru Reformasi (sejak 1966-sekarang). Gambaran mengenai pelaksanaan demokrasi di masa Reformasi dapat kita ketahui dan naskah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Dalam naskah tersebut dinyatakan tentang kondisi pembangunan demokrasi, sebagai berikut:
· Perkembangan demokratisasi sejak tahun 1998 sampai dengan proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 telah memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah proses konsolidasi demokrasi. 
· Adanya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, pemilihan langsung anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan langsung kepala daerah merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya.
· Perkembangan dernokrasi selama ini ditandai pula dengan terumuskannya format hubungan pusat-daerah yang baru yaitu penguatan desentralisasi dan otonomi daerah.
· Perkembangan demokrasi ditandai pula dengan adanya konsensus mengenai format barn hubungan sipil-militer yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan hubungan Tentara Nasional Indonesia (TNT) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait dengan kewenangan dalam melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan.
· Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembangnya kesadaran-kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat lebih jauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan publik.


C. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi Yang Berkarakter
Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi adalah upaya sitematis yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati mengamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya di masyarakat (Udin Winataputra,2012). Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi. Pengetahuan dan kesadaran akan demokrasi meliputi tiga hal. Pertama kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri, demokrasi adalah pilihan terbaik diantara yang buruk tentang pola hidup bernegara. Kedua, demokrasi adalah sebuah learning proces yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat (Zamroni,2001).
Sekarang PKn sebagai mata pelajaran mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, yang mengembang sebagai pendidikan demokrasi. PKn adalah salah satu ciri pemerintah demokrasi yang isi materi pendidikan demokrasi di sekolahan mendapat porsi yang lebih dalam waktu membelajarkannya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan PKn hanya mendapat porsi yang sedikit dan cara membelajarkannya seakan hanya sebatas memperkenalkannya saja. Winarno (2007:115) mengatakan, agar PKn benar-benar berfungsi sebagai pendidikan demokrasi maka materinya perlu ditekankan pada empat hal, yaitu asal usul sejarah demokrasi dan perkembangan demokrasi; sejarah demokrasi di Indonesia; jiwa demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan masa depan demokrasi. Pkn memiliki dan sejalan dengan tiga fungsi pokok pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan warganegara yang demokratis, yakni mengembangkan kecerdasan warganegara (civic intelligence), membina tanggung jawab warganegara (civic responsibility), dan mendorong partisipasi warganegara (civic partisipation) Winataputra (2008:1.1). tiga kompetensi warganegara ini sejalan pula dengan tiga komponen pendidikan kewarganegaraan yang baik, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan karakter warganegara (civic disposisions). Warganegara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan akan menjadi warganegara yang cerdas, warganegara yang partisipatif, sedangkan warganegara yang memiliki karakter kewarganegaraan akan menjadi warganegara yang bertanggung jawab.
Pendidikan kewarganegaraan mengemban tugas menyiapkan peserta didik menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab untuk mendukung tegaknya negara demokrasi. Pendidikan sekolah memiliki misi sebagai pendidikan politik demokrasi di Indonesia. Jadi PKn mempunyai tugas membelajarkan demokrasi secara demokratis kepada peserta didik.Dengan pendidikan kewarganegaraan, akan ada sosialisasi, dan penyebarluasan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Untuk membelajarkan demokrasi kepada peserta didik ada berbagai cara yang dapat dilakukan. James McGregor dalam Winataputra (2008:7.21) menyatakan bahwa pembelajaran demokrasi mempunyai banyak cara yang dapat ditempuh dengan mengaitkan lingkungan di luar kelas. Sedangkan Couto dalam Winataputra (2008:7.21) memberi gambaran bahwa pembelajaran demokrasi memerlukan sejumlah proses yang secara implisit terjadi dalam peran guru maupun siswa selama proses pembelajaran di kelas yang demokratis dengan mengaitkan persoalan-persoalan dari lingkungan sekitar
D. Karakter Yang Harus Dimiliki Warga Negara
1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaanibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 
3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. Kerja Keras Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 
6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 
8. Demokratis Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 
9.  Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 
10. Semangat Kebangsaan Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 
11. Cinta Tanah Air Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
12. Menghargai Prestasi Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/Komunikatif Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 
14. Cinta Damai Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
15. Gemar Membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli Lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upayaupaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 
17. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
Kesimpulan
a. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana didalamnya bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, dimana rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan suatu negara. sehingga dapat disimpulkan bahwa:
b. Prinsip-prinsip demokrasi dan indikator demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sudah sesuai dengan UUD yang berlaku di Indonesia yakni adanya kebebasan dari masyarakat dalam mengemukakan pendapat, adanya persamaan bagi masyarakat dimuka hukum serta adanya kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD 1945 dan pancasila 
c. Perjalanan demokrasi di Indonesia, mengalami beberapa fase yakni demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila dan demokrasi fase reformasi.
d. Pendidikan kewarganegaraan mengemban tugas menyiapkan peserta didik menjadi warganegara yang demokratis, bertanggung jawab dan memiliki karakter yang baik untuk mendukung tegaknya negara demokrasi. Pendidikan sekolah memiliki misi sebagai pendidikan politik demokrasi di Indonesia. Jadi PKn mempunyai tugas membelajarkan demokrasi secara demokratis kepada peserta didik.

Saran
Sebagai negara yang berdaulat, maka di negara yang mengakui adanya kesatuan bagi seluruh tanah air kita dituntut untuk hidup mengikuti perkembangan zaman, maka dari itu, sebaiknya kita membawa prinsip-prinsip demokrasi di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan pancasila sehingga makna demokrasi atau tujuan demokrasi tetap berintegritas. Walaupun perjalanan demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik, akan tetapi perlu diperhatikan beberapa hal, demokrasi di Indonesia sebaiknya dihindari kekuasaan eksekutif mendominasi kekuasaan negara dibanding legislatif dan yudikatif. Seharusnya terdapat lembaga negara yang mengawasi perjalanan demokrasi di Indonesia yaitu semacam cek and balance antara ke tiga kekuasaan yang terdapat dalam suatu negara demokrasi supaya tidak terjadi pengusaha yang mengarah ketindakan sewenang-wenang atau diktator. Penerapan demokrasi tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak-hak manusia, oleh karena itu hendaknya penegakan hukum terhadap hak-hak asasi manusia perlu lebih dioptimalkan lagi UUD 1945 beserta amandemen perlu lebih disempurnakan, karena disatu sisi menganut sistem pemerintahan presidensiil, namun disisi ain menganut sistem demokrasi parlementer, maka dari itu, perlu ditinjau kembali besarnya kekuasaan pemerintah dalam mewujudkan demokrasi.
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